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ABSTRAK 

Industri konstruksi memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Penyebab utama kecelakaan 

kerja pada proyek konstruksi berhubungan dengan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat 

unik, lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka, dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, 

dinamis, menuntut ketahanan fisik yang tinggi, serta banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak 

terlatih. Terdapat tiga faktor utama yang dapat menjadi penyebab kecelakaan kerja, yaitu faktor 

manusia, faktor lingkungan kerja, dan faktor peralatan. Biasanya pihak manajemen kontraktor 

berfokus pada usaha pencegahan kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, seperti 

melakukan pelatihan tenaga kerja, penggunaan alat proteksi diri, disiplin kerja dan lain-lain. Usaha 

tersebut bukan tidak membuahkan hasil, tetapi merupakan usaha yang sulit dilaksanakan dengan 

efektif mengingat faktor manusia atau personil ini akan sangat terkait dengan latar belakang 

pendidikan, kebiasaan, budaya, serta motivasi pekerja. Di lain pihak, terdapat dua faktor non-

personil, yaitu faktor lingkungan kerja dan peralatan kerja, yang lebih mudah dikelola oleh 

manajemen kontraktor dan merupakan kewajibannya secara mendasar. Makalah ini mendiskusikan 

kajian implementasi prinsip dan peraturan perundangan terkait dengan upaya pengelolaan faktor 

non-personil oleh kontraktor. Faktor non-personil yang dikaji adalah keselamatan lingkungan kerja 

dan kesiapan peralatan pra-operasi. Kajian dilakukan terhadap peraturan perundangan serta tingkat 

implementasi di lapangan dengan menggunakan metoda wawancara dan observasi lapangan pada 

sebuah proyek konstruksi. Khusus untuk faktor peralatan pra-operasi, maka kajian difokuskan pada 

alat tower crane pada proyek bangunan gedung. Hasil kajian menunjukkan peraturan perundangan 

terkait dengan keselamatan lingkungan kerja nampaknya masih bersifat umum, dengan kontrol yang 

tidak cukup teknis dan detail. Hal ini akan berakibat sulitnya implementasi di lapangan, apalagi 

dengan tidak adanya checklist sebagai instrumen penerapan. Namun demikian, kontraktor pada studi 

kasus telah menerapkan manajemen keselamatan lingkungan kerja dengan baik. Selanjutnya, hasil 

dari kajian ini menunjukkan pula keberadaan peraturan perundangan yang mencukupi, tetapi perlu 

diperbaharui, serta tingkat implementasi yang tergolong cukup baik untuk persiapan peralatan tower 

crane pra-operasi..  

Kata kunci: kecelakaan kerja, non-personil, lingkungan kerja, pra-operasi, konstruksi   

1. PENDAHULUAN 

Konsep kesehatan dan keselamatan kerja (K3) telah muncul sejak periode revolusi industri di Inggris. Hal ini 

disebabkan oleh perubahan sistem kerja berupa mulainya digunakan tenaga mesin, pengorganisasian pekerjaan serta 

munculnya berbagai penyakit yang berhubungan dengan proses pekerjaan. Konsep ini kemudian terus berkembang 

seiring dengan pertumbuhan teknologi yang dipergunakan.  

K3 diterapkan dengan tujuan untuk melindungi para pekerja dan orang lain yang berada di lokasi kerja. Penerapan 

K3 juga merupakan suatu jaminan terhadap setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Selain 

itu, hal ini juga merupakan suatu jaminan agar proses kerja dapat berjalan dengan lancar. 

Kelalaian dalam penerapannya akan menyebabkan berbagai kerugian. Dari segi keselamatan, kelalaian dapat 

menyebabkan berbagai kecelakaan terhadap manusia maupun kerusakan properti. Sedangkan kelalaian dalam 

penerapan kesehatan dapat menyebabkan berbagai penyakit mendadak maupun menahun bagi pekerja maupun 

masyarakat sekitar. Secara keseluruhan kondisi kelalaian ini menyebabkan kerugian secara ekonomis. Oleh karena 

itu, implementasi K3 menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan suatu pekerjaan. 

Di Indonesia tingkat kecelakaan kerja merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Sedikitnya terjadi 65.000 kasus 

kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia pada periode tahun 2007. Namun hal itu dipercaya hanya sekitar 50% dari 



 

jumlah yang sebenarnya, karena data tersebut dapat diambil dari jumlah claim kepada Jamsostek. Dan hanya sekitar 

50% perusahaan saja yang mengasuransikan pekerjanya kepada Jamsostek (Anshori, 2008) Dari sekian banyak 

jumlah tersebut, penyumbang terbanyak berasal dari kecelakaan kerja konstruksi yang mencapai 30% dari total 

keseluruhan jumlah kecelakaan kerja. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pekerjaan konstruksi perlu mendapatkan 

perhatian khusus terhadap masalah K3 ini. 

Faktor utama secara umum yang menyebabkan kecelakaan kerja adalah faktor manusia, faktor peralatan dan faktor 

lingkungan. Ketiga hal ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kelalaian pada keseluruhan elemen ini dapat 

dianggap sebagai suatu kegagalan manajemen yang dapat mengakibatkan unsafe work methods, equipments and 

procedures sehingga dapat menyebabkan kecelakaan.  

Dalam implementasi pada pekerjaan konstruksi, sering kali pekerja lapangan tidak menghiraukan berbagai ketetapan 

yang harus dilakukan oleh mereka. Antara lain penggunaan alat-alat keselamatan yang tidak sesuai serta metode 

pekerjaan yang dinilai membahayakan. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal. Antara lain oleh sikap pekerja yang 

merasa tidak membutuhkan dan merasa apa yang sudah dilakukannya lebih efisien. Untuk kondisi budaya kerja di 

Indonesia membenahi faktor manusia membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan usaha yang sangat besar, oleh 

karena itu pembenahan agar lingkungan kerja menjadi lebih aman merupakan cara yang lebih cepat dan mudah 

untuk dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja di bidang kontruksi. 

2. KECELAKAAN KERJA KONSTRUKSI 

Laporan tahunan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 2002, yang diterbitkan Departemen Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, menunjukkan bahwa sektor usaha bangunan atau konstruksi menduduki peringkat ke-4 

yang mempunyai kasus kecelakaan tertinggi (5,67%). Data tersebut diperoleh dari data kecelakaan dari tahun 1995 

sampai dengan 1999 dengan jumlah kecelakaan kerja 412.652 kasus dengan nilai kerugian Rp 340 Milyar dan 

pembayaran santunan dan ganti rugi sebesar kurang lebih Rp 329 Milyar lebih. 

Selanjutnya, berdasarkan laporan PT Jamsostek dari 2000 sampai 2008, angka kecelakaan berfluktuasi. Secara 

umum angka cenderung naik turun, seperti pada tahun 2000 terjadi 98.902 kasus, tahun 2001 terjadi 104.774 kasus, 

tahun 2002 terjadi 103.204 kasus, tahun 2003 terjadi 105.846 kasus, tahun 2004 terjadi 95.418 kasus, tahun 2005 

terjadi 99.023 kasus, tahun 2006 terjadi 95.624 kasus, tahun 2007 terjadi 83.714 kasus, dan hingga data November 

2008, kasus kecelakaan kerja tercatat 36.986 kasus atau turun sebesar 55,82 persen dari tahun 2007 (Anshori 2008). 

Namun demikian, angka kecelakaan kerja di Indonesia ini masih cukup tinggi.  

Kecelakaan kerja dapat menimbulkan akibat yang merugikan baik bagi pekerja maupun bagi pengusahanya 

(kontraktor). Bagi pekerja kecelakaan yang terjadi dapat mengakibatkan penderitaan baik merupakan kematian, 

luka/cidera berat maupun ringan, maupun penderitaan bagi keluarga mereka bila pekerja meninggal dunia atau 

cacat. Sedangkan bagi pengusaha, kecelakaan yang terjadi dapat menimbulkan kerugian berupa biaya. Pengetahuan 

mengenai kecelakaan kerja proyek konstruksi dapat dijadikan masukan bagi langkah-langkah pencegahan dan 

bahwa kecelakaan kerja akan selalu menyebabkan kerugian baik pada pekerja maupun kontraktor.  

Biaya kecelakaan kerja konstruksi pada umumnya terdiri dari direct cost of safety (biaya langsung) dan indirect cost 

of safety (biaya tidak langsung). Direct cost of safety adalah biaya-biaya langsung yang berkaitan dengan 

keselamatan dan kesehatan konstruksi, biaya ini relatif lebih mudah di hitung antara lain seperti bermacam-macam 

asuransi baik jiwa maupun harta, peralatan keselamatan (safety equipment), fasilitas keselamatan, bangunan-

bangunan pengamanan termasuk pembuatan rambu-rambu , dan pengawasan. Indirect cost of safety adalah biaya-

biaya yang secara tidak langsung berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan konstruksi. Biaya-biaya ini sulit 

untuk diestimasikan. Yang termasuk biaya tidak langsung ini adalah seperti: lambatnya dikembalikannya pekerja, 

kehilangan efisiensi dari tim kerja, biaya pembersihan, perbaikan dan penempatan kembali peralatan, biaya lembur 

yang diharuskan oleh kecelakaan, biaya personal keselamatan dari kecelakaan, biaya penempatan kembali pekerja, 

biaya mendatangkan dengan tundaan akibat kecelakaan, upah untuk supervisor dari kecelakaan, biaya penjadwalan 

ulang pekerjaan, biaya transportasi, dan upah yang dibayarkan kepada pekerja yang cedera selama tidak bekerja. 

3. FAKTOR NON-PERSONIL KECELAKAAN KERJA KONSTRUKSI 

Secara umum, untuk teerjadinya suatu kejadian kecelakaan terdapat 3 faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor 

tersebut adalah faktor lingkungan, faktor peralatan dan perlengkapan, dan faktor manusia, sebagaimana terlihat pada 

Gambar 1. Terlihat dalam tersebut, bahwa kecelakaan kerja dapat terjadi karena terdapatnya aktivitas manusia yang 

bekerja pada suatu lingkungan kerja atau dengan menggunakan peralatan kerja.  
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Gambar 1: Faktor-faktor yang Menyebabkan Kecelakaan Kerja 

 

Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja merupakan “alat produksi” yang paling tidak efisien ditinjau dari aspek 

tenaga keluaran, ketahanan fisik dan mental. Pembebanan berlebih atau lingkungan kerja yang kurang nyaman bagi 

manusia normal harus diimbangi oleh pengurangan jam kerja dan istirahat yang lebih lama untuk memulihkan 

tenaganya. Mengingat semakin meningkatnya persyaratan kerja dan kerumitan hidup, manusia harus meningkatkan 

efisiensinya dengan bantuan peralatan dan perlengkapan, semakin canggih peralatan yang digunakan manusia, 

semakin besar bahaya yang mengancamnya. 

Peralatan kerja yang dimaksud di sini adalah alat berat dan peralatan kerja tangan. Berbagai alat berat seperti 

excavator, crane, bulldozer, dump truck digunakan pada proses penggalian, perataan, pengangkutan, pengangkatan, 

dan proses konstruksi lainnya. Peralatan kerja tangan seperti gergaji elektrik, palu, alat bor tangan, obeng digunakan 

dalam proses pengerjaan bagian konstruksi. Peralatan dan alat berat konstruksi perlu diperhatikan dalam pencegahan 

kecelakaan. 

Peralatan dan alat berat konstruksi perlu diperhatikan dalam pencegahan kecelakaan terutama dalam hal ketika 

beroperasi meliputi metoda pelaksanaan penggunaan alat berat, cara parkir (excavator, mobile crane) dan cara 

mengayun (tower crane), stabilitas alat berat di lokasi, perlengkapan pengaman pada saat bekerja atau berhenti, dan 

jarak dan posisi aman bekerja. Sedangkan yang perlu diperhatikan dalam pencegahan kecelakaan akibat peralatan 

dan alat berat terutama pada pra-operasi meliputi: identifikasi resiko penggunaan peralatan dan alat berat sesuai 

tahap pekerjaan; dokumen instruksi kerja penggunaan peralatan dengan aman; prosedur perawatan dan pemeliharaan 

peralatan; pemeriksaan peralatan dan alat berat sebelum beroperasi; dan kesiapan tenaga kerja dan operator 

Kondisi lingkungan kerja juga perlu diperhatikan dalam mencegah kecelakaan kerja, terutama yang disebabkan 

oleh: gangguan-gangguan dalam bekerja, debu dan material beracun, cuaca, kondisi lokasi kerja yang tidak aman, 

dan keberadaan peralatan kerja. Lingkungan pada kesehatan dan keselamatan dapat dibagi menjadi dua bagian 

besar, yakni work place (tempat kerja) serta environment (lingkungan kerja). Perbedaan antara keduanya adalah 

situasi serta kondisi kerja. Work place didefinisikan sebagai tempat pekerja melaksanakan kerja sedangkan 

environtment didefinisikan sebagai kondisi lingkungan sekitar yang mepengaruhi kerja. 

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.05/Men.1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja tempat kerja didefinisikan sebagai setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak 

atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan 

dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di dalam air, di udara yang 

berada di dalam wilayah kekusaan hukum Republik Indonesia. Tempat kerja pada konstruksi antara lain: lokasi 

konstruksi (tembok dan atap rapuh, kejatuhan benda, dll), lokasi di atas air, lokasi pergerakan kendaraan, lokasi 

ketinggian, lokasi ekskavasi (Galian dan Timbunan), ruangan tertutup, dan lokasi penghancuran (demolition) 

(Hughes dan Ferrett, 2008). 

Biasanya pihak manajemen kontraktor berfokus pada usaha pencegahan kecelakaan yang disebabkan oleh faktor 

manusia, seperti melakukan pelatihan tenaga kerja, penggunaan alat proteksi diri, disiplin kerja dan lain-lain. Usaha 

tersebut bukan tidak membuahkan hasil, tetapi merupakan usaha yang sulit dilaksanakan dengan efektif mengingat 

faktor manusia atau personil ini akan sangat terkait dengan latar belakang pendidikan, kebiasaan, budaya, serta 

motivasi pekerja. Di lain pihak, terdapat dua faktor non-personil, yaitu faktor lingkungan kerja dan peralatan kerja, 

yang lebih mudah dikelola oleh manajemen kontraktor dan merupakan kewajibannya secara mendasar. 



 

4. METODA PENELITIAN 

Kajian implementasi pengelolaan faktor non-personil untuk pencegahan kecelakaan kerja kontruksi ini dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan desk study dan case study. Kegiatan desk study dilakukan untuk melihat sejauh 

mana peraturan perundangan yang ada di Indonesia telah mengakomodasi kebutuhan pengelolaan faktor non-

personil. Selanjutnya case study dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja pada proyek konstruksi serta implementasinya di lapangan telah memperhatikan kebutuhan akan pengelolaan 

faktor non-personil dalam pencegahan kecelakaan kerja konstruksi. 

Untuk kajian terhadap pengelolaan lingkungan kerja, analisis dilakukan dengan membandingan antara literatur serta 

peraturan. Hal yang dibandingkan adalah poin-poin kontrol yang ada pada literatur maupun peraturan. Dari kedua 

sumber ini, setiap kontrol dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan lokasi dan posisi pekerjaan. Kategori 

tersebut adalah: mobilitas/lalu lintas; ketinggian; bekerja di tangga; perancah; dan galian. Studi kasus dilakukan 

untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat implementasi keselamatan di tempat kerja berdasar kepada 

parameter kontrol yang ada pada literatur yaitu Hughes dan Ferrett (2008), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No. PER. 01/MEN/1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan, serta 

checklist yang dimiliki oleh kontraktor. Parameter kontrol ini yang kemudian diolah menjadi checklist tersendiri 

untuk kemudian menjadi dasar pengambilan data di lokasi studi. Pengambilan data dilakukan dengan metode 

observasi lapangan secara langsung serta wawancara dangan pekerja terkait sebagai data penunjang. Data yang 

didapat kemudian dianalisis berdasar kepada kriteriakriteria yang berhubungan dengan keselamatan di tempat kerja 

sehingga tingkat implementasi di lapangan dapat tergambar dengan jelas. Dari hasil analisis yang telah dilakukan 

dapat diketahui bahwa tingkat implementasi keselamatan di tempat kerja pada proyek bangunan gedung di lokasi 

studi cukup tinggi namun perlu dilakukan pembenahan agar implementasi keselamatan di tempat kerja menjadi 

maksimal.  

Untuk mengkaji sejauh mana faktor peralatan kerja dikelola di lapangan untuk mencegah kecelakaan kerja 

konstruksi, maka dipilih hanya satu peralatan kerja yang signifikan dalam pekerjaan gedung, yaitu alat Tower 

Crane. Selanjutnya, aspek keselamatan pra operasi pada penggunaan alat berat konstruksi seperti tower crane lebih 

dipertimbangkan pada pengerjaan konstruksi gedung. Mulai dari peraturan-peratuan pemerintah mengenai pesawat 

angkat dan kran angkat, peraturan luar negeri seperti ASME dan OSHA, sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja, kriteria-kriteria perlengkapan angkat, standar keselamatan, prosedur kegiatan, pengawasan, 

perawatan, dan pemeliharaan terkait keselamatan pra operasi tower crane perlu perhatian khusus untuk 

dipertimbangkan. Studi kasus pada suatu proyek konstruksi di kota Bandung yang menggunakan tower crane pada 

pembangunan gedung perhotelan digunakan untuk melihat tingkat implementasi persiapan pra-operasi alat di 

lapangan. Analisa dilakukan dengan menyusun peraturan-peraturan mengenai standar pengelolaan keselamatan 

dalam matriks untuk selanjutnya dilihat tingkat implementasinya. Metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

adalah observasi lapangan dan melakukan wawancara. 

Adapun peraturan perundangan yang dijadikan acuan dalam kajian ini terkait dengan Keselamatan dan Kecelakaam 

Kerja Konstruksi adalah sebagai berikut: 

1. Keputusan Menteri PU No. 98/Kpts/1979 tentang Penggunaan Surat Izin Mengemudi Peralatan dan Buku 

Keselamatan Kerja di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum 

2. Peraturan Menaker No. 01 tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi 

Bangunan 

3. Peraturan Menakertrans No. Per 01/Men/1990 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi 

Bangunan 

4. SKB Menteri PU dan Menaker No. Kep 17/Men/1986-104/Kpts/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi 

5. Keputusan Menteri PU No. 195/Kpts/1989 tentang Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada 

Tempat Kegiatan Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum 

6. Keputusan Menteri PU No. 01/In/M/1990 tentang Pelaksanaan Kampanye Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum 

7. Keputusan Menaker RI No. : Kep 196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi 

8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. : 384/Kpts/M/2004 tentang Pedoman Teknis 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan. 



Pada proyek konstruksi gedung studi kasus, sebuah proyek pembanguan gedung hotel di kota Bandung, kontraktor 

utama melakukan penjaminan kualitas pekerjaan, keselamatan kerja, serta lingkungan menjadi satu hal yang tidak 

dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaan di lapangan, ketiga bidang tersebut ditangani oleh seorang staff saja, yakni 

QSE Manajer yang berada langsung dibawah Project Manager. Struktur organisasi dibuat seperti ini agar pekerjaan 

dari QSE tidak dapat diintervensi oleh pihak selain Project Manager. Selain melalui desain struktur organisasi 

tersebut, jaminan produk yang berkualitas, sehat dan aman baik untuk manusia dan lingkungan diberikan dengan 

berbagai sertifikasi yang dimiliki oleh kontraktor utama, yaitu: Sistem Manajemen Mutu (SMM) Berdasarkan ISO 

9001:2000; Sistem Manajemen K3 (SMK3) Berdasarkan OHSAS 18001:1999; Sistem Manajemen Lingkungan 

(SML) Berdasarkan ISO 14001:2004; dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) berdasarkan atruan yang berlaku. 

Kebutuhan mengenai K3 dalam proyek dilakukan dengan cara tindakan pencegahan terhadap kecelakaan sedini 

mungkin pada berbagai tingkatan. Kebutuhan ini juga dilaksanakan dengan meningkatkan kepedulian para pekerja 

terhadap K3 serta peningkatan kualitas kesehatan dari para pekerjanya. Pada keadaan di lapangan, hal ini 

dilaksanakan dengan berbagai macam metode. Banyaknya ragam cara yang dilakukan merupakan langkah yang 

dilakukan untuk memastikan terlaksananya program K3 serta upaya pengingatan secara terus menerus kepada 

pekerja di lapangan. 

5. PENGELOLAAN LINGKUNGAN KERJA 

Berdasarkan pada hasil analisa perbandingan yang telah dilakuakan secara desk study (Sahputra 2009), untuk 

seluruh kategori pekerjaan, yaitu mobilitas/lalu lintas; ketinggian; bekerja di tangga; perancah; dan galian, terlihat 

bahwa kontrol yang terdapat pada Hughes dan Ferrett (2008) memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan 

kontrol yang ada pada peraturan perundangan di Indonesia. Kontrol pada literatur sangat bersifat teknis dengan 

cakupan yang lebih luas. Sedangkan kontrol yang ada pada peraturan perundangan di Indonesia lebih bersifat umum 

sehingga perlu diturunkan lagi implementasinya di lapangan agar dapat lebih mudah dimonitor. 

Namun demikian, dalam kenyataannya di lapangan, model inspeksi dan kontrol yang digunakan, dikembangkan 

berdasar kepada peraturan yang berlaku, bukan berasal dari literatur. Hughes dan Ferrett (2008) hanya dapat 

memberikan kontribusi secara akademis, bukan praktis. Sebagaimana hasil analisa, bahwa peraturan yang ada tidak 

dapat memfasilitasi secara keseluruhan berbagai kegiatan di lapangan yang didasarkan pada literatur, maka alangkah 

lebih baiknya jika peraturan yang ada dapat diperlebar cakupannya serta diperdalam dengan turunan petunjuk teknis 

untuk penerapan di lapangannya. Hughes dan Ferret (2008) tetap dapat dijadikan acuan oleh kontraktor agar tingkat 

keselamatan, terutama pada keselamatan di tempat kerja akan dapat lebih baik. Kontraktor tidak hanya 

memperhatikan kebutuhan persyaratan untuk melaksanakana proyek, tapi juga memperhatikan kebutuhan 

keselamatan dari para pekerja serta orang-orang yang berada di sekitar proyek. 

Sebagai hasil dari kajian lebih lanjut, secara keseluruhan terlihat bahwa kontrol yang ada pada checklist hanya 

berupa kontrol terhadap kegiatan house keeping serta pengadaan peralatan saja (Sahputra 2009). Kontrol terhadap 

kegiatan pelaksanaan kerja serta perlakuan terhadap peralatan dan perlengkapan hampir tidak ada. Kontrol seperti 

ini tidak dimasukkan ke dalam checklist karena teknis pekerjaan di lapangan telah tercantum secara menyeluruh 

pada prosedur kerja yang ada. Bentuk kontrol yang ada pada perusahaan lebih ditekankan kepada work permit yang 

artinya safety pada proses pekerjaan tidak diinspeksi secara langsung, namun menjadi tanggung jawab dari mandor 

selaku penanggung jawab masingmasing pekerjaan yang ada. 

Namun sebagai upaya peningkatan terhadap kualitas keamanan serta keselamatan kerja di lapangan, perlu adanya 

evaluasi yang tertulis sebagai catatan. Hal ini tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan work permit, 

karena penilaian atau assessment pada work permit bersifat pra-pelaksanaan. Keadaan seperti ini memungkinkan 

terjadinya pelanggaran dari teknis pelaksanaan yang seharusnya namun tidak tercatat karena kejadian tersebut tidak 

menimbulkan kecelakaan pada saat itu. 

Analisis implementasi lapangan dilakukan dengan alat bantu berupa checklist. Cheklist tersebut berupa kontrol-

kontrol yang harus dilakukan pada saat proses pekerjaan konstruksi di lapangan. Untuk memudahkan proses 

observasi, maka checklist tersebut dibagi menjadi tiga macam berdasarkan jenis pekerjaan yaitu: 

1. Teknis Lapangan 

2. House Keeping 

3. Ijin Kerja 



 

Dengan checklist ini dapat diketahui berapa besar tingkat implementasi keselamatan di tempat kerja yang dilakukan 

di lapangan pada proyek studi kasus. Untuk mengetahui besaran tingkat implementasi ini, diasumsikan setiap poin 

kontrol berperan sama penting sehingga setiap poin memiliki bobot yang sama. Untuk mendapatkan hasil yang lebih 

actual, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menentukan bobot dari setiap kontrol yang ada. 

Secara keseluruhan, terlihat bahwa tingkat implementasi keselamatan di tempat kerja mencapai angka 77.78% 

(Sahputra, 2009). Hasil yang cukup baik, namun perlu ditingkatkan terutama pada jenis pekerjaan yang berupa 

teknis pekerjaan serta house keeping. Kelalaian pada jenis implementasi di lapangan dapat menyebabkan berbagai 

jenis kecelakaan kerja. Evaluasi menjadi hal yang wajib dilakukan untuk menaggulangi setiap kemungkinan yang 

mucul. Sosialisasi pada saat safety talk merupakan hal yang paling efektif, karena pada jenis pekerjaan yang berupa 

teknis pekerjaan dan house keeping, para pekerja sendiri yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kondisi 

di lapangan. 

Berdasarkan checklist yang didapat dari lapangan, maka secara umum penyebab tidak terpenuhinya checklist 

tersebut dapat diklasifikasikan menjadi berikut: 

1. Keterbatasan Lahan 

2. Keterbatasan Perlengkapan dan Peralatan 

3. Terhambat Birokrasi 

4. Kebiasaan/Ketidaktahuan 

5. Kontrol yang ada tidak dibutuhkan di lapangan 

Berdasarkan pada klasifikasi tersebut, dapat diidentifikasi sebaran dari masing-masing penyebab sehingga dapat 

ditemtukan penyebab utama dari tidak tercapainya implementasi keselamatan di tempat kerja di lapangan. Secara 

umum, berdasarkan pada implementasi keselamatan di tempat kerja ditemukan bahwa permasalahan yang terjadi di 

lapangan sebagian besar diakibatkan oleh keterbatasan lahan yang ada. Kemudian kebiasaan/ketidaktahuan dan 

tidak dibutuhkan kontrol yang bersangkutan pada urutan berikutnya. Keterbatasan peralatan dan perlengkapan serta 

terhambat oleh birokrasi menjadi faktor yang terakhir.  

Kondisi lahan yang terbatas di lapangan ternyata membuat permasalahan yang cukup besar dalam implementasi 

keselamatan di tempat kerja ini. Secara keseluruhan kondisi lahan telah membuat kontrol tidak dapat berjalan sesuai 

dengan yang seharusnya. Jika dilihat lebih dalam, kondisi lahan di lapangan memang tidak memungkinkan untuk 

pelaksanaan K3 yang optimal. Keterbatasan ini menyebabkan layout lokasi fabrikasi, warehouse, serta barak pekerja 

berpindah-pindah sesuai dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Keterbatasan lahan pula menyebabkan pekerjaan 

yang seharusnya dapat dikerjakan paralel menjadi tidak optimal. Kondisi seperti ini mengharuskan kontraktor 

memiliki manajemen proyek yang baik untuk mengatasi kendala tersebut. 

Selain itu, terdapat juga permasalahan kebiasaan dan ketidaktahuan. Permasalahan seperti ini jika dibiarkan dapat 

berbahaya karena para pekerja di lapangan dapat terus bekerja dengan dibayangi kecelakaan yang mereka tidak 

menyadarinya. Perlu peran pihak kontraktor yang langsung dapat menyentuh kesadaran pekerja di lapangan agar hal 

tersebut tidak terjadi. Dengan meningkatnya kesadaran yang dimiliki oleh pekerja maka tingkat kecelakaan kerjapun 

dapat diturunkan ke level minimal. 

Untuk keterbatasan perlengkapan dan peralatan yang erat kaitannya dengan birokrasi, hal ini sepertinya umum 

terjadi di perusahaan yang besar sehingga prosesnya memakan waktu. Perlu ada pembenahan agar hal ini dapat 

diminimalisir dampaknya terhadap implementasi keselamatan di tempat kerja di lapangan. Evaluasi untuk faktor ini 

tentunya difokuskan kepada manajemen proyek kontraktor di lapangan. 

6. PENGELOLAAN ALAT PRA-OPERASI 

Berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang dijadikan sebagai acuan, dan ditambah dengan standar 

ASME dan OSHA, dalam desk study dan case study ini, maka aspek-aspek yang dinilai untuk tingkat implementasi 

keselamatan alat tower crane pra-operasi antara lain: 

1. Sistem manajemen keselamatan 

2. Perlengkapan angkat 

3. Pengawasan dan pemeriksaan 

4. Pemeliharaan dan perawatan 



Sebagai hasil dari observasi di lapangan dan analisa, beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan yang 

menunjukkan sucah cukup baik penerapan peraturan keselamatan pra-operasi peralatan, namun masih harus 

diperbaiki lagi. Beberapa hal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut (Boris, 2009): 

1. Dari 12 aspek SMK3 terdapat 11 aspek yang tingkat implementasi  telah mencapai 100% dan 1 aspek yang 

tingkat implementasinya 89%, menurut Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan pada Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja No: Per.05/Men/1996. Penerapan secara penuh telah dilakukan oleh kontraktor 

terhadap sub aspek sistem kerja, seleksi dan penempatan personil, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan 

sarana produksi, kesiapan untuk menangani keadaan darurat, dan pertolongan pertama pada kecelakaan. 

Penerapan yang belum dilakukan secara penuh oleh kontraktor adalah pada tahap pengawasan yaitu setiap 

orang tidak bisa diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugas dikarenakan jumlah 

safety officer yang kurang memadai (hanya berjumlah 1 orang) sehingga pengawasan hanya dilakukan pada 

setiap tahap pekerjaan. 

2. Dari 4 aspek K3 pesawat angkat terdapat 1 aspek bertingkat implementasi 100% dan 3 aspek bertingkat 

implementasi < 100% menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per.05/Men/1985. Sub aspek yang 

dipenuhi antara lain adanya buku manual teknis bahan konstruksi dari tower crane dinyatakan kuat dan 

tidak cacat serta memenuhi syarat. Tetapi tidak terdapat plang berisikan beban maksimum yang diijinkan 

dari tower crane pada bagian mast yang mudah dilihat dan dibaca dengan jelas. Yang tidak memenuhi 

kriteria peralatan angkat yaitu ketika proses pengangkatan beban dari lantai, ruang bebas sepanjang jalan 

gerak peralatan angkat tersebut kurang dari 90 cm. Hal ini dikarenakan tidak adanya peringatan dari safety 

officer berhubung tidak adanya manajemen perusahaan menentukan prosedur mengatur ruang bebas 

sepanjang jalan gerak peralatan angkat. Perencanaan, pembuatan, dan pemasangan tower crane dilakukan 

oleh petugas berkompeten yang ditunjuk. Akan tetapi, pada permohonan pengesahan tidak terdapat 

sertifikat bahan dan sambungan-sambungan konstruksinya dikarenakan perpanjangan sertifikat tower crane 

belum diurus ke Departemen Tenaga Kerja. 

3. Berdasarkan tingkat implementasi secara keseluruhan, Kontraktor pada studi kasus tergolong baik dalam 

penerapan kran angkat berdasarkan Permenaker No: Per.01/Men/1980. Akan tetapi, tingkat implementasi 

berdasarkan pada aturan ini kurang menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dikarenakan 

jumlah kriteria yang terdapat pada Permenaker No: Per.01/Men/1980 tergolong sedikit dan penjelasan tiap 

pasal sulit dimengerti karena menggunakan istilah-istilah yang tidak umum digunakan. 

4. Berdasarkan tingkat implementasi berdasarkan ASME dan OSHA, yang ternyata memiliki jumlah kriteria 

penilaian yang banyak dan lebih spesifik, secara keseluruhan kontraktor pada studi kasus tergolong baik 

dalam penerapan K3 pra operasi tower crane (88%).  

Berdasarkan pada hasil kajian di atas, terlihat bahwa tingkat implementasi keselamatan pra operasi tower crane 

berdasarkan peraturan luar negeri (ASME dan OSHA) adalah yang paling rendah (88%) Hal ini disebabkan oleh 

kenyataan bahwa peraturan luar negeri tersebut ternyata lebih spesifik dalam menjabarkan kriteria-kriteria sesuai 

tahap-tahap kegiatan keselamatan kerja tower crane. Sedangkan pada peraturan dalam negeri, kriteria yang 

dipaparkan sulit dimengerti dikarenakan istilah-istilah yang terlalu luas cakupannya dan tidak memuat gambar 

teknis yang memudahkan pemahaman terhadap masing-masing kriteria (Boris, 2009). 

Peraturan dalam negeri mengenai keselamatan kerja tower crane untuk keselamatan dan kesehatan kerja pada 

konstruksi bangunan (Permenaker No: Per.01/Men/1980) dan pesawat angkat (Permenaker No: Per.05/Men/1985) 

yang dijadikan pedoman memiliki banyak kekurangan antara lain pada spesifikasi teknis yang dijelaskan dengan 

istilah yang memiliki arti terlalu luas, kriteria yang kurang tidak mendetail, dan tidak adanya gambar-gambar teknis 

untuk memudahkan pemahaman terhadap kriteria yang dipaparkan pada pasal-pasal. Hal ini mungkin disebabkan 

jangka waktu peraturan tersebut sudah terlalu lama sehingga tidak up-to-date. Oleh karena itu dengan meninjau 

aspek dan kriteria yang dinilai kurang dalam konteks spesifik dari peraturan dalam negeri dengan berpedoman pada 

peraturan luar negeri (ASME dan OSHA) maka dapat disusun kriteria-kriteria untuk memberi masukan pada 

peraturan dalam negeri. 

7. KESIMPULAN 

Faktor non-personil dalam pencegahan kecelakaan kerja konstruksi pada makalah ini. Faktor lingkungan kerja serta 

pengelolaan peralatan penting dikelola oleh kontraktor untuk menjamin terciptanya lingkungan dan peralatan kerja 

yang aman untuk pekerja kontruksi bekerja di lapangan. Berdasarkan hasil desk study dan case study yang telah 

dilakukan, nampak bahwa kontraktor telah mencoba melakukan pengelolaan faktor non-personil ini dengan cukup 

baik jika didasarkan pada peraturan perundangan yang ada. Hal ini sangat mungkin terjadi terkait dengan track 

record kontraktor yang bersangkutan yang telah mendapatkan sertifikasi yang relevan di bidang K3.  



 

Namun demikian, dari hasil kajian nampak sekali terlihat bahwa, praktek pengelolaan faktor non-personil oleh 

kontraktor tersebut menjadi kurang baik jika dibandingkan dengan literatur yang ada (Hughes dan Ferritt, 2008) dan 

juga aturan yang berlaku di luar negeri (ASME dan OSHA). Hal ini tidak lain karena aturan perundangan dan juga 

manual K3 yang ada belum cukup detail secara teknis memberikan arahan yang diperlukan untuk pencegahan 

kecelakaan kerja konstruksi di lapangan.  

Selain itu, dengan adanya fenomena di atas, meskipun faktor non-personil telah cukup baik dilakukan oleh 

kontraktor pada studi kasus, maka tetap saja faktor personil harus dipersiapkan dengan baik pula pula untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kurang baiknya 

implementasi kontraktor tersebut secara lebih detail untuk faktor non-personil. 
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